Perlindungan Konsumen Jasa
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eiring dengan pertum-
buhan di sektor keuangan
baik bank maupun non-
hams, beragam pula
produk jasa keuangan yang dita-
wark an oleh pelaku usaha jasa
keu angan kepada masyarakat. De-
nga n dukungan perkembangan
teknologi yang ineningkat pesat
produk yang ditawarkan pun se-
inakin kompleks, dan tentu saja
untuk mengonsumsi produk ter-
sebut harus diimbangi dengan
keina mpuaii konsumen untuk
rneinaliami mekanisme kerja.
Namun kenyataannya kedua hal
tersebut tidak berkembang selaras.
Banyak konsumen meinbeli produk
jasa keu.gngan tanpa memaha-
mi apa saja risiko. Kecenderungan
yang dipikirkan hanya keuntung-
an besar dalam jangka pendek.
Saking kompleksnya produk
tersebut konsumen juga banyak
inenaruh kepercayaan penuh pada
pelaku usaha jasa keuangan un-
tuk mengelola hartanya. Maka tak

heran jika permasalahan atau ka-
sus kejahatan di bidang keuangan
masih ter us saja muncul dengan
meniinbulkan kerugian yang ha-
rus diderita konsumen. Mulai dari
penipuan berkedok investasi, ta-
bungan, arisan, i nvestasi emas,
asuransi, dan sebagainya. Kon-
sumen yang ter tipu juga sangat
beragam dari masyarakat awam
sampai dengan yang inelek pen-
didikan. Kalau sudah seperti itu,
kemana mereka harus meminta
perlindungan atas investasinya?

Memperhatikan perkembang-
an tersebut dengan tujuan inenjaga
sistem keuangan maka melalui
Undang-undang no. 21/2011 pe-
merintah membentuk Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dengan tu-
juan agar kegiatan di dalam sistem
jasa keuangan dapat terselengg-
ara secara adil, transparan, dan
akuntabel, sehingga dapat tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil,
serta dapat melindungi kepentiig-
an konsumen dan masyarakat.

Keuangan

OJK juga berfungsi menye-
lenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terjntegra-
si terhadap keseluruhan kegiatan
di sektor jasa keuangan. Dengan
fungsi tersebut OJK bertugas
melakukan pengaturan dan peng-
awasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan,
sektor pasar modal, dan sek-
tor lembaga keuangan nonbonk.

Terkait dengan kepenting-
an konsumen dan masyarakat,
pada tanggal 26 Juli 2013 OJK te-
lah menerbitkan Peraturan OJK
nomor 01/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen. Pera-
turan tersebut dilatarbelakangi
oleh peutingnya menciptakan bu-
daya perlindungan konsumen agar
menjaga kepercayaan masyarakat
pada sektor jasa keuangan, Kare-
na ditengarai terdapat kesenjangan
informasi atas produk dan atau
layanan keuangan yang me-
nyebabkan konsumen pada posisi
yang lemah, seperti perlakuan
yang tidak adil kepada k9nsumen,
kualitas layanan yang tidak me-
madai, penggunaan data pribadi
konsumen untuk kepetingan lain
tanpa persetujuan, dan penangan-
an pengaduan yang tidak efektif.

Di dalam peraturan tentang
Perlindungan Konsumen yang
diterbitkan oleh OJK tersebut ter-
dapat lima prinsip yang wajib
dipahami tak hanya bagi pelaku

usaha jasa keuangan akan tetapi
juga oleh konsumen. Kelima
prinsip ini bertujuan agar tercip-
ta kesetaraan antara konsumen
dan lembaga jasa keuangan.
Prinsip pertama adalah Prinsip
Transparansi. Prinsip ini mewajib-
kan Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(PUJK) untuk memberikan infor-
masi mengenai produk/jasa kepada
konsumen baik secara tertulis,
elektronik dan lisan dengan jelas,
lengkap, tepat waktu, dan ba
hasa yang mudah dimengerti.
Prinsip Perlakuan Adil.
Prinsip ini mewajibkan PUJK
memposisikan konsumen untuk
diperlakukan secara setara, adil,
santun, dan tidak diskriminatif.
Prinsip Keandalan meru
pakan kewajiban PUJK untuk
menjamin keamanan terhadap
aset konsumen dan memberi-
kan layanan yang akurat dan
tepat waktu, melalui sistem prose-
dur, infrasruktur dan sumberdaya
manusia yang handal. Prinsip
ini pada pokoknya menekan.
Prinsip perlindungan terha-
dap kerahasiaan dan keamanan
data konsumen, merupakan kewa-
jiban PUJK untuk melindungi dan
menjaga kerahasiaan data kon-
sumen dan hanya menggunakan
sesuai kepentingan dan tujuan
yang disetujui oleh konsumen.
Dengan prinsip ini PUJK di-
larang dengan cara apapun
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memberikan data konsumen key
da pihak kefiga tanpa persetujuc
konsumen, juga menggunakan
data yang diperoleh dari pihak
ketiga tanpa persetujuan.

Prinsip penanganan penga-
duan dan penyelesaian sengketc
konsumen merupakan kewajiba
PUJK untuk menangani pengadi
konsumen dan menyelesaikan s
gketa secara efektii dan efisien,
responsif dan tepat waktu.

Prinsip ini mewajibkan
PUJK untuk memiliki unit kerja
untuk menangani dan menye-
lesaikan pengaduan konsumen
secara khusus, sehingga pena-
nganan pengaduan diharapkan
dapat lebih efektif dan efisien.

Untuk dapat memenuhi
amanat peraturan tersebut PUJK
diberikan waktu satu tahun un-
tuk dapat menyesuaikan diri.

Di sisi lain konsumen juga
harus beritikad baik dalam
berhubungan dengan PUJK de-
ngan cara memberikan data/
dokumen yang benar, jujur,
jelas, dan tidak menyesatkan.

Meskipun sanksi-sanksi da-
pat diterapkan kepada PUJK yai
melanggar peraturan, dari peri-
ngatan tertulis sampai dengan
pencabutan ijin usaha, nainum
pada prinsipnya perlindungan
konsumen menuntut peran akt
konsumen sendiri sehingga kej
an yang merugikan dapat diced



